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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di 

Kota Batam diketahui jika kondisi kualitas udara di Kota Batam menunjukkan 

kecenderungan menurun dari tahun ke tahun akibat meningkatnya aktivitas kendaraan 

bermotor, industri, dan kepadatan penduduk. Pengendalian pencemaran udara melalui 

uji emisi kendaraan bermotor telah dilakukan, namun implementasinya belum berjalan 

secara optimal. Rendahnya tingkat partisipasi uji emisi, yang hanya mencapai sekitar 

1,38% dari total kendaraan, menunjukkan masih minimnya kepatuhan masyarakat. 

Pelanggaran terhadap baku mutu emisi masih sering terjadi, baik dari sektor industri 

maupun kendaraan bermotor. Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada sanksi 

administratif, sementara sanksi pidana diterapkan sebagai ultimum remedium. 

Efektivitas uji emisi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendukung. 

Hambatan utama dalam pelaksanaan uji emisi meliputi belum optimalnya 

penegakan hukum di lapangan. Selain itu, keterbatasan koordinasi antar instansi dan 

sumber daya manusia juga menjadi kendala. Kurangnya sosialisasi menyebabkan 

masyarakat belum memahami kewajiban uji emisi secara menyeluruh. Tidak adanya 

sanksi yang tegas dan konsisten turut menyebabkan rendahnya dorongan bagi 

masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.  

B. Saran  

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

 



 

 

45 

1. Pemerintah Kota Batam perlu memperkuat implementasi uji emisi melalui 

kebijakan yang lebih integratif dan mengikat, seperti mengaitkan kewajiban 

uji emisi dengan layanan administrasi kendaraan (misalnya perpanjangan 

STNK), memperluas akses fasilitas uji emisi, serta meningkatkan 

pengawasan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi agar 

tingkat kepatuhan masyarakat meningkat secara signifikan. 

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan perlu meningkatkan 

koordinasi lintas sektor serta memperkuat penegakan hukum secara 

konsisten melalui penerapan sanksi administratif yang tegas, diiringi dengan 

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan sumber daya 

manusia teknis agar hambatan dalam pelaksanaan uji emisi dapat 

diminimalisir. 
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